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ABSTRAK

A. ANUGRAH FITRIAH 04020220121, “Kedudukan Hasil Visum et Repertum
sebagai Alat Bukti dalam Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Kasus
929/PidB/2021/PNMks)”. Dibimbing oleh Muhammad Kamal Hidjaz selaku
Pembimbing | dan Hasnan Hasbi selaku Pembimbing II.

Tujuan riset ini untuk menganalisa serta memahami kedudukan Visum et Repertum
sebagai alat bukti dalam perkara pembunuhan berencana yang tidak dilakukan
autopsi terhadap korban, serta untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai cara
memperoleh alat bukti Visum et Repertum dalam perkara tersebut.

Riset ini berjenis yuridis normatif yang dipadukan dengan berpendekatan empiris.
Sifat dari riset ini yaitu deskriptif analitis secara mengandalkan data primer seperti
hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Makassar serta data sekunder
seperti literatur hukum serta perundang-undangan dan PN Makassar No
929/Pid.B/2021/PN.Mks. untuk menghimpun datanya melalui studi dokumentasi,
wawancara serta studi pustaka yang dianalisa secara kualitatif.

Hasil riset membuktikan jika secara normatif Visum et Repertum tanpa autopsi tetap
sah dijadikan alat bukti surat sesuai Pasal 133, Pasal 184 ayat (1), dan Pasal 187
KUHAP, sepanjang dibuat atas permintaan resmi penyidik dan oleh dokter yang
berwenang. Namun demikian, kekuatan pembuktiannya bersifat relatif dan tidak bisa
berdiri sendiri, yang perlu didukung media bukti lain serta keyakinan hakim
sebagaimana sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (Pasal 183
KUHAP). Dalam Putusan Nomor 929/Pid.B/2021/PN.Mks, Visum et Repertum tanpa
autopsi tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan unsur
menghilangkan nyawa orang lain, dengan mengaitkannya pada keterangan
terdakwa, saksi, serta barang bukti berupa pisau.

Riset ini merekomendasikan agar dalam perkara pembunuhan berencana, autopsi
forensik sebaiknya tetap dilakukan untuk memperoleh kepastian ilmiah mengenai
sebab kematian korban. Selain itu, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif
bagi masyarakat mengenai pentingnya autopsi dalam proses pembuktian guna
mendukung tercapainya keadilan yang materiil.

Kata Kunci: Visum et Repertum, Alat Bukti, Pembunuhan Berencana, Autopsi,
Pembuktian.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Interaksi sosial akan selalu berkaitan dengan hidup manusia. Dalam setiap
interaksi, ada nilai-nilai kemanusiaan yang harus kita jaga dan hormati, termasuk hak
untuk hidup. Hak hidup tidak hanya diatur oleh hukum, tetapi juga merupakan bagian
dari norma sosial dan agama yang harus ditaati oleh setiap orang. Hal ini ditegaskan
dalam Pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta
berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Namun, pada faktanya, pelanggaran hak untuk hidup masih sering terjadi.
Beberapa di antaranya disebabkan oleh emosi tidak terkendali, tetapi banyak yang
dilakukan secara terencana. Dalam beberapa waktu terakhir, kasus pembunuhan
berencana semakin meningkat, menimbulkan keresahan di masyarakat. Setiap
pengungkapan kasus semacam ini selalu menjadi perbincangan publik, karena
menunjukkan tekad serius pelaku untuk merenggut nyawa korban. Oleh karena itu,
pembunuhan berencana tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yang berbunyi: “Barang
siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain,
diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara
seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Selain itu, dalam ajaran Islam juga ditegaskan larangan keras terhadap tindakan

pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-M&’idah

[5]: 32:

j\wwwaﬁ[{; \dJ °~’L;su:;sqsad;\uﬁ
Ga| LulSs u,u;\ Sas i Q»Cd\ﬁisb&isé ua,y\égm
‘_;dh’“ K ) t_m.d/\' um;;ﬁ;&mj u,,u\

oﬁ)mj uféﬂ‘
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“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang
membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang
lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah
membunuh semua manusia, sebaliknya siapa yang memelihara kehidupan seorang
manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia, sungguh rasul-
rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-
keterangan yang jelas, kemudian sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu
melampaui batas di bumi’.!

Ayat ini relevan dengan prinsip dasar dalam hukum pidana modern yang
menempatkan hak hidup sebagai hak paling mendasar. Dalam sistem hukum Indonesia,
hak untuk hidup merupakan bagian dari HAM yang dijaga oleh konstitusi. Sehingga,
setiap tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang tanpa dasar hukum yang sah
harus diproses melalui mekanisme peradilan pidana untuk memastikan adanya keadilan
bagi korban atau pelaku.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pembuktian merupakan proses
peradilan. Berdasarkan “Pasal 183 dan 184 KUHAP, hakim hanya dapat menjatuhkan
pidana apabila dengan sekurang kurangnyaa dua alat bukti yang sah ia memperoleh
keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa lah pelakunya”. Sehingga
media bukti yang sah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah sangat diperlukan
untuk menjamin tercapainya keadilan yang materiil.? Suatu bukti pokok dalam perkara
pidana, khususnya kasus dalam pembunuhan yaitu Visum et Repertum (Ver).

Hasil visum et repertum merupakan alat bukti autentik yang dibuat oleh dokter
forensik dan memiliki peranan penting dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan
berencana. Selaras dengan “Pasal 184 ayat (1) huruf ¢ KUHAP, visum et repertum
berfungsi membantu hakim membuktikan kebenaran unsur-unsur tindak pidana yang
dituduhkan kepada terdakwa, dan saat dibacakan di persidangan, hasil visum tersebut
menjelaskan keterkaitan antara temuan medis dengan keterangan saksi, terdakwa,

ataupun alat bukti lain sehingga menjadi dasar yang memperkuat keyakinan hakim

dalam menjatuhkan putusan”. Dengan demikian, visum et repertum tidak hanya

T @S. Al-Maidah (5): 32
2 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Acara Pidana,Surabaya: Airlangga University Press,
2015, him. 210.
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berperan sebagai bukti surat biasa, tetapi menjadi alat bukti yang krusial dalam

@ menegakkan keadilan dalam kasus pembunuhan berencana.> Dalam hukum acara
pidana, keberadaan VeR diatur dalam Pasal 133 dan 179 KUHAP, yang memberi
kewenangan penyidik untuk meminta bantuan tenaga medis dalam pemeriksaan
korban.* Meskipun demikian, dari sudut pandang peneliti, keberadaan VeR sering kali
dihadapkan pada tantangan praktis, terutama ketika pemeriksaan autopsi tidak
melibatkan secara menyeluruh.

Autopsi merupakan pemeriksaan kedokteran forensik yang sangat penting untuk
memastikan sebab kematian secara akurat. Pemeriksaan hanya pada bagian luar mayat
tidak cukup karena banyak tanda vital yang hanya dapat ditemukan melalui pemeriksaan
organ internal secara menyeluruh.’ Oleh sebab itu, Visum et Repertum dibuat tanpa
autopsi memiliki keterbatasan dan hanya memberi indikasi awal mengenai penyebab
kematian.

@ Permasalahan tersebut jelas dalam studi kasus Nomor 929/Pid.B/2021/PN?Mks,
yang melibatkan terdakwa Aisyah Afigah Amiruddin yang didakwa melakukan
pembunuhan berencana terhadap korban Arif Pratama. Berdasarkan hasil pemeriksaan
medis, ditemukan luka tusuk pada organ paru, hati, dan jantung, serta luka memar dan
lecet di tubuh korban. Tetapi penyebab belum bisa dipastikan tanpa autopsi forensik.
Walaupun VeR tersebut tetap dijadikan alat bukti surat dalam berkas perkara. Namun, di
sinilah letak problematik utama yang coba diangkat dalam penelitian ini. VeR yang
idealnya didukung oleh autopsi pemeriksaan internal untuk memastikan sebab kematian
secara akurat seringkali dalam praktik tidak digunakan Kondisi ini menimbulkan dilema.
Di satu sisi, VeR tanpa autopsi memiliki keterbatasan ilmiah dan hanya memberikan

indikasi awal, sementara di sisi lain, ia tetap harus dijadikan alat bukti karena kendala di

berencana (studi putusan nomor 214/PidB/2019/PNBna)”. Jurnal limiah Mahasiswa FH Unimal 4, no.
3 (2021), diakses dari https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/6384.
4 KUHAP, pasal 133 dan 179
° 5 Nabil Bahasuan, Buku Ajar limu Kedokteran Forensik Medikolegal Surabaya: PT Arvi Jaya
Abadi, 2023, hal. 89.

8 3 Dian Varesa, “Visum et repertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan
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lapangan, seperti penolakan keluarga korban yang dilatarbelakangi oleh faktor agama,
budaya, dan trauma psikologis.

Adapun peneliti sebelumnya telah menyoroti hal ini. Ririn puspitasari (2021)
menyatakan bahwa Visum et Repertum tanpa autopsi tetap sah sebagai alat bukti surat,
namun hanya memiliki kekuatan relatif. Sementara, Indah Indriani (2023) melalui
penelitiannya meneliti kasus yang sama, namun lebih menekan pada aspek normatif.
Dengan demikian, dapat diidentifikasi adanya celah penelitian, yaitu belum adanya
kajian yang meninjau permasalahan ini secara empiris dengan mempertimbangkan
dinamika dan kendala di lapangan. Mempertimbangkan hal tersebut, diperlukan kajian
hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga melihat fakta empiris di lapangan.

Berbeda dengan peneliti Ririn Puspitasari (2021), dan Indah Indriani (2023) yang
berfokus pada kajian normatif mengenai keabsahan Visum et Repertum tanpa autopsi,
penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan menelaah penerapan VeR tanpa
autopsi melalui studi kasus konkret di Pengadilan Negeri Makassar. Dengan demikian,
penelitian ini menghadirkan perspektif empiris terhadap kekuatan pembuktian VeR tanpa
autopsi, sehingga memperluas pemahaman mengenai penerapannya dalam praktik
peradilan pidana.

Riset ini menerapkan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan data
empiris, untuk menilai sejauh mana VeR tanpa autopsi diakui dan dipertimbangkan
dalam proses peradilan pidana.Berdasarkan hal tersebut, penulis memandang perlu
untuk mengkaji secara mendalam kedudukan hasil Visum et Repertum untuk dijadikan
alat bukti bagi kasus pembunuhan berencana, khususnya ketika autopsi tidak dilakukan
terhadap korban. Penelitian ini dianggap penting karena tidak hanya meninjau dari
aspek normatif hukum acara pidana mengenai alat bukti, tetapi juga melihat
penerapannya dalam praktik peradilan.

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan pemahaman yang
komprehensif mengenai kekuatan pembuktian visum et Repertum tanpa autopsi serta

bagaimana pertimbangan hakim menilai alat bukti tersebut dalam peradilan pidana.
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Dengan demikian, diharapkan hasil riset ini bisa berkontribusi untuk mengembangkan
ilmu hukum acara pidana di Indonesia. Sehingga penulis ingin membahas lebih
mendalam terkait persoalan tersebut dalam bentuk skripsi berjudul: “kedudukan Hasil
Visum et Repertum sebagai Alat bukti dalam kasus Pembunuhan Berencana (Studi
Kasus 929/PidB/2021/PnMKs)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, dibuatlah rumus permasalahanya seperti berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan dari Visum et Repertum dalam kasus
pembunuhan berencana yang tidak dilakukan autopsi dalam korban?

2. Bagaimanakah ketentuan hukum mengenai Cara memperoleh alat bukti
Visum et Repertum dalam kasus pembunuhan berencana yang tidak

dilakukan autopsi dalam korban?

C. Tujuan Penelitian

Lalu tujuan dilaksanakanya riset ini yaitu untuk:
1. Menganalisa serta memahami kedudukan Visum et Repertum dalam kasus
pembunuhan berencana yang tidak dilakukan autopsi terhadap korban.
2. Menganalisa serta memahami cara memperoleh alat bukti Visum et Repertum
dalam kasus pembunuhan berencana yang tidak dilaksanakan autopsi

terhadap korban.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat sebagian manfaat yang diharapkan dari hasil riset ini, seperti berikut:

1. Manfaat Teoritis
Diharapkan hasil riset ini bisa berkontribusi untuk mengembangkan ilmu
hukum pidana, terutama dalam aspek pembuktian perkara pembunuhan
berencana. Lalu diharapkan hasil riset ini bisa memberi ilmu terkait

kedudukan Visum et Repertum tanpa autopsi sebagai alat bukti dalam hukum
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acara pidana, serta menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa dan
kalangan akademisi di bidang hukum.
2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, diharapkan hasil riset ini bisa memberi usulan untuk aparat
hukum dalam menilai kekuatan pembuktian Visum et Repertum tanpa autopsi
supaya proses peradilan pidana bisa terlaksana secara adil. Lalu diharapkan
hasil riset ini bisa memberi pemahaman pada setiap individu terkait
pentingnya autopsi dalam proses pembuktian serta bagaimana keterbatasan
Visum et Repertum, tanpa autopsi dapat memengaruhi pembuktian dalam

perkara pembunuhan berencana.
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